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PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA.

a. balwa didalan rangka weringankan beban hidup pegawal
Negerl serta anggota Keluarganja, perlu digiatkan den
diperluas usaha-usaha kesedjahteraan pegawal Negeri

R ey e i L pe T < Ol

=

A TR e e —

A

jang telah ada sekarang, terutama dalam bigang bantuan

bahan-bahan kebutuhan pokok hidup sehari-harl.

L. bahbwa usaha tersebul diatas sebaiknja dilakuian oleh

suatu padan usabha dengan behtuk koper331 Jang dimlliki

cl:zh selurub pogawal Negeril;

¢. bahwa pembiajaan usaha-usaha koperasi tersebut ﬂapat
ginmbillkan dari sebagian hasil potongan 104 gadjl po-
kok pegawal, sehingga dengan demikian usaba goperasi -
tergebut tidak skan menambah, baik beban Pagawal Nageu'
ri paupun baban Angearan nalandja Negaxras

d. balhwa sehubungan dengan itu dianggap perlu untuk me-
ngadakan perubalhun tentang pembagian penggunaan dari’
potongan wadjib 10¢ gadji pokok Pegawsl Negerl. sebagai-
maga digtur dalam Keputusau Presiden Nomor 122 tahun
1968

;1. pasal 4 ajat (1) dan pasal 33 ajat (1) yndang-undang

Dasar 1945; _
2. Kelbetapan madjelis permusjowaratan pakjat Sementara
Newer XXITL/M.P.1.8,/1960;

4. yngang-undang Nomor 18 tahun 1961 [Lembﬂr&n Negara
rahun 1961 Nomor 263);

4, pndang-undang Nomer 12 tahun 1967 (pembaran Negara:
patiun 1907 yomer 23);

5. Peraturan pemerintabh nowor 49, 10, 11 dan 15 tahun 1963

. paraturan pemerintah youor 12, 13, 14 dan 18 tabun -
1367, '

T Pnrahuran peserintabh yomor 4 tahun 1968 jo, Peraturan
Pamerintah yomor ; tahun 1964 2

8§, Poraturan pemerintali yowmor 5 tahun 1968 jo. Paraturan
psuerintah Nomor 2 tahun 1968,

9. Keputusan presiden Nomor 122 tahun 1968.
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pasal 35

pasal 1 Keputus&n presiden nNowmor 122 tahun 1968 dirubah dan

ditambah Behingga berbunji sebagai berikut :

(1}-

{5) -

pasal L,

petongan wadjib sebesar 104 dari gadji pokok pegawai Negeri
scbagaimana termaksud pada pasal 2 peraluran pemerintah Nomor
15 tahuan 14967 dipunakan s

a. 5% untuk usaha pemeliharaan Kesehatan pegawal Negeri,
]

3% untuk usaha asuransi pegawal Negeri;
-
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untuk uwsaha pana Kesedjabieraan pegawai Negeri;
d. 1f untuk usaha goperasi pegawai Negeri.

potongan wadjib sebagaimana termaksud pada ajat (1) pasal ini
tidak berlakun bagl para penerima pensiun, terketjuali petongan
wadjilb sebesar 5% untuk penjelenggaraan pemeliharaean Kesehatan;

Jang dimaksud denzan [operasi pegawal Negeri terscbut dalam.
pasal 1 ajat (1) huruf d tersebut diatas ialah suaiu badan
usaha milik pegawail gegeri dalam bentuk Koperasi berdavarkan
yndang-undang perkoperasian jang berlaku jang bertudjuan untuk
meningkatkanfmenamhah kesedjahteraan pegawai Negeri dalam bidang
pemenuhan kebutuhan pokok hidup sehari-hari,

seliap pegawali Negeri jang selama ini diienaskan potongan wadjib
1073 dari gadji pololk sebagaimapa dimaksudkan dalam pagal 2
peraturan pewerintah Nowor 13 talun 1967 dan Keputusan presiden
yowor 122 tahuu 1968 adalah Anggota Koperasi pegawal Negeri.

Setiap Angrota mempunjai hak atas bantuan herupa bahan-bahan
pokok kebutuhan hicup schari-hari jang djeniz dan djunlahnja
akan ditetapkan kemudian oleh pemerintah c.g, Menteri Transmi-
grasi dan Kopexrasi.

prasal | B

Hal—-hal jang belum tjukup diatur dalam Keputusan presiden ini
akan diatur lebili landjut olel Menteri ransmigrasi dan gope-
rasl setelal mendengar Menlteri Keuangan, Menteri perdsgangan,
venteri Dalam Negeri dan dMenberi penaga Kerdja.

Keputusan presiden ini mulal Derleku pada nari tanggal ditetap-
kannja dan berlaku surut sedjak tanggal 1 pjaovari 1969,

Ditetepkan di pjakaria

pada tanggal 15 April 1969
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